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BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAKALAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten
Takalar Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara)

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42)

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
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Menetapkan

10.

11.

12.

Permendagri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten
Takalar Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan  Daerah
Kabuaten Takalar;

Peraturan Daerah Kabupaten
Takalar Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TAKALAR
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah
Kabupaten Takalar.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan Bupati Takalar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan PerdaKeuangan
Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.
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13.

14.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang Dberdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah
daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah
Daerah  untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 semula sebesar Rp. 1.581.256.550.161 berkurang
sebesar  Rp. 44.365.268.181 sehingga  menjadi
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Rp.1.536.891.281.980 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a Semula Rp. 1.296.556.550.161
b Bertambah/(Berkurang) Rp. (103.644.200.034)
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.192.912.350.127

setelah Perubahan

2. Belanja Daerah

a Semula Rp. 1.564.556.550.161
b Bertambah/(Berkurang) Rp. (29.665.268.181)
Jumlah Belanja Daerah Setelah  Rp. 1.534.891.281.980
Perubahan

3. a Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 284.700.000.000
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 59.278.931.853
Jumlah Penerimaan Rp. 343.978.931.853
Pembiayaan

Setelah Perubahan

b Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 16.700.000.000
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (14.700.000.000)
Jumlah Pengeluaran Rp. 2.000.000.000
Pembiayaan
Setelah Perubahan

Pembiayaan neto setelah Rp. 341.978.931.853

perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0.00

Setelah Perubahan

Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :



1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran
VIL.A

8. Lampiran

VII.B

9. Lampiran VIII

10. Lampiran IX

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, alamat penerima,
dan besaran Alokasi bantuan sosial

Daftar Nama Penerima, alamat penerima,
dan besaran bantuan keuangan bersifat
umum dan khusus

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Desa

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Rincian dana tambahan infrastruktur
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, Kkegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi Dan Pertambangan Gas
Alam /Tambahan DBH-Minyak Dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Takalar dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takalar
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NOMOR 41
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